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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukapala Desa Mengeluarkan
surat keterangan tanah dalam transaksi jual belahtaditinjau dari Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaffaéaaah. Untuk mengetahui
kekuatan hukum surat keterangan tanah Kepala Deaendransaksi jual beli tanah
ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah@@i/itentang Pendaftaran Tanah.
Penelitian ini menggunakan metode pendekatan ndrnéhan hukum yang
digunakan adalah bahan primer, sekunder dan tersiealisis bahan hukum
dilakukan dengan cara interpretasi. Untuk baharaadata primer dan sekunder,
dianalisis dengan cara interpretasi (penafsiraakilHpenelitian menunjukkan bahwa
kedudukan Kepala Desa ditinjau dari Peraturan Fatabr Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, diatur di dalam ketarRasal 7, Pasal 8 dan Pasal 39,
Kepala Desa sebagai aparat pemerintah yang padinwgi mempunyai tugas-tugas
yang sangat strategis di dalam membantu Kepala okaRertanahan dalam
melaksanakan pendaftaran tanah termasuk di dalapeyduatan akta jual bel
tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-tardgagg berlaku. Oleh sebab
itu dengan tugas Kepala Desa yang strategis itarajgkan dapat menjadi motivator
bagi warga masyarakat pemegang hak atas tanahmagapunyai kesadaran untuk
melakukan jual beli tanah di hadapan PPAT bukaadfipan Kepala Desa. Selain hal
tersebut dalam konteks pendaftaran tanah yang leb# lagi Kepala Desa dapat
menjadi motivator dan mampu mensosialisasikan lkepadasyarakat untuk
mendaftarkan tanahnya baik secara sporadik mawglamdangka pemeliharaan data
pendaftaran tanah. Surat keterangan tanah merupgd&arbukti tertulis di bawah
tangan yang kekuatan pembuktiannya tidak sekuat @tkintik, namun karena Surat
keterangan tanah tersebut merupakan surat-surgt giategorikan alas hak atau
data yuridis atas tanah yang dijadikan syarat kgd@pan persyaratan permohonan
hak atas tanah sebagaimana diatur dalam keten&randang-undangan, maka Surat
keterangan tanah tersebut merupakan dokumen yargatspenting dalam proses
penerbitan sertipikat hak atas tanah. Kekuatan muswrat keterangan tanah Kepala
Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau éaraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah akan mempdmeieiatan hukum yang sah
apabila diketahui oleh camat selaku pemjabat petmbakia tanah. Dengan dasar
hukum berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2)Pdsal 39 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peralihan hak atas Tanah melalui transaksi jualtaedh merupakan hal
yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat. &iakhatan Pondok Kubang
Kabupaten Bengkulu Tengah, masyarakat banyak measyman proses jual
beli tanah kepada kepala desanya. Kepala Desa alenmigeorang yang menjadi
tokoh utama dalam tata pemerintahan desa dan nkemumeorang pemimpin
formal yang berpengaruh dalam kehidupan kemasymak&ebagai seorang
pemimpin formal dalam pemerintahan tingkat desapat® Desa memegang
jabatannya atas pilihan masyarakat.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang, dan kewajgepinan
pemerintahan desa diantaranya menyelenggarakaranurusmah tangganya
sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggwalp utama di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalaamgka
penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan desaerip@han umum
termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban iseder@gan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan sebagai setasnau pelaksanaan
pemerintahan Desa.

Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan geamgat penting

dalam Pemerintahan Desa. la merupakan pemimpiadaphjalannya tata urusan



pemerintahan yang ada di desa. Seorang KepalarbDesgakan penyelenggara
dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jaamaha pemerintahan dan
pembangunan di dalam wilayahnya.

Di samping menjalankan urusan pemerintahan dan gegunan, Kepala
Desa juga mempunyai kewajiban lain yaitu menyelangjgan urusan di bidang
kemasyarakatan membina ketentraman dan ketertibasyarakat. Dengan
berbagai kenyataan seperti di atas maka dapata#iikat bahwa tugas dan
kewajiban seorang Kepala Desa mempunyai ruang umgkang cukup luas.
Sehingga masyarakat banyak mempercayakan berbagguusan kepada kepala
desanya, termasuk untuk melakukan transaksi juiaiamah.

Fakta yang didapati di lapangan bahwa banyak sekaét keterangan
tanah yang tumpang tindih, dan juga banyak sekafiala desa yang tidak
mengetahui dasar hukum yang mendasari mereka untrgeluarkan surat
keterangan tanah tersebut, sehingga sering tekgddiliruan dan salah gunanya
kewenangan yang dimiliki oleh kepala desa. Surderkagan tanah itupun
banyak dipinta oleh masyarakat bukan dalam hal geebpengantar untuk
membuat atau menerbitkan sertipikat melainkan digan sebagai bukti atau
syarat mereka untuk melakukan transaksi jual bakh.

Dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah N@&#orahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwik petralihan hak atas tanah
diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh aegrpejabat umum yang

disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATY ydiangkat oleh



pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tddpht dilakukan begitu saja
tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkeim pératuran perundang-
undangan yang berlaku. Dari sisi ini peranan kegdata menjadi menarik untuk
dikaji lebih lanjut dalam proses peralihan hak ai@sah di pedesaan dalam
konteks menjamin kepastian dan perlindungan huk@agi lnasyarakat atas
transaksi tanah yang dilakukannya.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, malenydis ingin meneliti
lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusun dayam skripsi yang
berjudul : ‘Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangarmanah
Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tangh

. Identifikasi Permasalahan
Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, makagsalahan yang akan
diajukan oleh penulis adalah:

1. Bagaimana kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan getatangan tanah
dalam transaksi jual beli tanah ditinjau dari Ra@t Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ?

2. Bagaimana kekuatan hukum surat keterangan tanahdikeluarkan Kepala
Desa dalam transaksi jual beli tanah ditinjau d@eraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997tentang Pendaftaran Tanah ?



C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui kedudukan Kepala Desa Mengeluarisamat
keterangan tanah dalam transaksi jual beli tanthjall dari Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaaah.
b. Untuk mengetahui kekuatan hukum surat keterangamhtayang
dikeluarkan Kepala Desa dalam transaksi jual kesiah ditinjau dari

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentandafaran Tanabh.

2. Kegunaan penelitian

a. Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegundearitis, untuk
memberikan pengetahuan dan pengembangan iimu péoget di bidang
hukum perdata khususnya hukum agraria.

b. Hasil penelitian ini juga diharapkan mempunyai kegan praktis, untuk
menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan mastasakagai bahan
kajian dan wawasan serta informasi yang jelas dpatttentang masalah

hukum tanah khususnya dalam hal transaksi juakéedih di pedesaan.



D. Kerangka Pemikiran
1. Pengertian Kedudukan

Setiap individu dalam ruang lingkup sosial mempurkedudukan,
dimana kedudukan ini selalu berhubungan dengaunsstsseorang di dalam
kehidupan bermasyarakat. Kedudukan merupakan safh unsur pokok
dalam sistem stratifikasi masyarakat. Kedudukaimgkali dibedakan dengan
kedudukan sosial (sosial status).

Kedudukan adalah sebagai tempat atau posisi segededam suatu
kelompok sosial, sehubungan dengan orang lain daklompok tersebut.
Sedangkan kedudukan sosial adalah tempat sesesegaga umum dalam
masyarakat sehubungan dengan orang lain, dalam Ilemgkungan
pergaulannya, prestisenya, hak-hak serta kewalbamjibannya.
Kedudukan sosial tidak hanya kumpulan kedudukarecsasg dalam
kelompok yang berbeda, tetapi kedudukan sosial reagaruhi kedudukan
orang tersebut dalam kelompok sosial yang berbeda.

Berdasarkan uraian di atas dapat dibatasi bahwadkédn di sini
adalah kedudukan yang dilaksanakan oleh Kepala Besmeluarkan surat
keterangan tanah dalam transaksi jual beli tandimjali dari Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaaah.

! Kedudukan Sosial Masyarakatiakses darhttp:/artikata.wordpress.cotanggal 21
Februari22014 Pukul 07:05 Wib.
Ibid.




2. Pengertian Kepala Desa

Menurut R. Anwar Ardiwilaga, "yang dinamakan Desdatinh bentuk
sekarang, pada permulaannya ialah kelompok rumad) galiami oleh suatu
keluarga atau suatu keturunan, tanpa batas pekaraagu perladangan,
karena tersedia tanah yang lud$?ada Permulaannya, anggota-anggota dari
suatu suku bertempat tinggal di suatu tempat. gé&aduduk di tempat itu
bertambah banyak dan tanah untuk bercocok tanami mejadi berkurang,
sebagian dari penduduk itu meninggalkan tempataye ysal, lalu pergi ke
tempat-tempat yang lain. Tempat yang baru ini,athidt dengan Lembur atau
kampung di Jawa Barat, Dusun di Sumatera Selataraialain. Beberapa
gabungan dari Lembur/ Kampung atau Dusun tersebaotukian menjadi
gabungan yang besar yang di sebut Desa.

Kata desa berasal dari bahasa Jawa yang sudalmditdan biasa
dipakai dalam kehidupan sehari-hari baik dalam a@ufihu pengetahuan
perundang-undangan, yang menunjukkan suatu bentgyarakat hukum
adat Jawa. Untuk di luar Jawa mempunyai istilahdisesendiri seperti
Dusun dan/atau Marga di Sumatera Selatan, GampioAgeth, Gaukang di

Ujung Pandang, Nagari di Minangkabau dan sebagdinya

®R. Anwar Ardiwilaga, 1970Pemerintahan Desa arate, Bandung. Hal. 9.
* Joko Siswanto, 198@&dmistrasi Pemerintahan Des@V. Armico, Bandung. Hal.12.



Untuk dapat memahami desa, dapat melalui pendekato-kultural-
demografis dan yuridis formal ketatanegaraan. Didpag dari segi hukum

ketatanegaraan, menurut Mariun, "Desa merupakamtkas masyarakat

hukum adat teritorial yang berpemerintahan sefidicnom)”>

Kepala Desa adalah pemimpin dari desa di Indon&spala Desa
merupakan pimpinan dari pemerintah desa. Masagab&tpala Desa adalah
6 (enam) tahun, dan dapat diperpanjang lagi un&ild kali masa jabatan
berikutnya. Kepala Desa tidak bertanggung jawaba#apcamat, namun

hanya dikoordinasikan saja oleh cafhat.

3. Surat Keterangan Tanah

Surat Keterangan Tanah (SKT) atau lebih dikenalagab Surat
Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) yang mengehanihdiatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 pada Rasghng kemudian
dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah NomdraBdin 1997 sebagai
pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 T4l9&di, maka mengenai
kewajiban untuk meminta surat keterangan yang dsonlselanjutnya diatur
dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3). SKPT mengamah yang akan

dilelang dapat diterbitkan baik atas tanah-tanafgylaelum terdaftar, yang

5 .

Ibid.

® pengertian Kepala Desadiakses darihttp://desaciputri.wordpress.cotanggal 07
Februari 2014 Pukul 09:38 Wib.




sudah terdaftar maupun untuk tanah yang dibebaki desta yang tidak
dibebani hak jaminan dan juga atas tanah yang dektodokumen
kepemilikannya tidak dikuasai tetapi harus dijuasumi dengan ketentuan
undang-undang yang berlaku, seperti dalam hal delama pajak, dan
sebagainya.

Permintaan mengenai perlunya SKPT diatur dalaml|Pdsayat (2)
PP 24/1997 jo pasal 107 ayat (1) KMNA/Ka. BPN Né19®7, dimana
dinyatakan bahwa selambat-lambatnya 7 (tujuh) heerja sebelum
diadakannya lelang atas tanah atau saturan runsaim,sbaik dalam rangka
lelang eksekusi maupun lelang non-eksekusi Kepalatdft Lelang wajib
meminta keterangan mengenai bidang tanah atau bangyang akan
dilelang, sedangkan mengenai penerbitan SKPT smbaga diatur dalam
Pasal 107 ayat (2) KMNA/Ka.BPN No. 3/1997 harus asudlilaksanakan
selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelahridi@nya permintaan dari
Kepala Kantor Lelang itu, yang menyatakan keadaaaht yang dijadikan
obyek lelang, dimana data fisik dan data yuridisuae dengan apa yang
tercatat dalam daftar umum di Kantor Pertanahasmyget.

Apabila data fisik dan data yuridis tanah belunca&t di Kantor
Pertanahan, haruslah disebutkan pada SKPT itu btanah dimaksud belum
terdaftar. Pemeriksaan atas tanah dengan ditenbiygaSKPT ini tidak perlu

dilakukan kecuali untuk tanah yang belum terdaft&etelah SKPT



dikeluarkan, maka keputusan mengenai apakah olam&khttersebut akan
dilelang atau tidak sepenuhnya diambil oleh Kepaator Lelang.

Penerbitan SKPT ini adalah sangat diperlukan kadmragan tidak
adanya SKPT, maka pelaksanaan lelang harus dittardaai diterbitkannya
surat keterangan dimaksud. Hal mengenai ini digagdagi dengan Surat
Keputusan Menteri Keuangan No. 304/KMK.01/2002, atia dalam Pasal 7
dinyatakan bahwa setiap pelaksanaan lelang tamahtahah dan bangunan
dilengkapi dengan SKPT dari Kantor Pertanahan geéem

Dalam hal proyek yang akan dilelang belum terdaffarKantor
Pertanahan setempat, maka Kepala Kantor Lelang al@mginstruksikan
kepada Pemohon/Penjual Lelang untuk meminta Sumter&ngan dari
Lurah/Kepala Desa yang menerangkan status kepamijlifan berdasarkan
surat keterangan tersebut Kepala Kantor Lelang menKPT ke Kantor

Pertanahan setempat.

E. Keaslian Penelitian
Berdasarkan data yang ada dan penelusuran kepastakaik dari
lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu ddniversitas lainnya,
belum ada penelitian sebelumnya dengan judiledtudukan Kepala Desa
Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam TransaksiJual Beli Tanah
Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanal. Penelitian lain yang pernah dilakukan adat&teran
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Kepala Desa Dalam Jual Beli Tanah Di Kecamatan Teragan Kabupaten
Semarang oleh Muhammad Khadig Rifai Tahun 2006 pada Unitass
Diponegoro Semarang, penelitian yang dilakukan narab mengenai mengapa
masyarakat memilih transaksi jual beli tanah mel&lepala Desa dan sangat
sedikit yang melakukan transaksi jual beli tanallainePPAT. Penelitian penulis
mengkaji mengenai kedudukan kepala desa dalamaksingual beli tanah
ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah@f71ltentang Pendaftaran
Tanah dan kekuatan hukum surat keterangan tanahl&&gsa dalam transaksi
jual beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintedmor 24 Tahun 1997tentang

Pendaftaran Tanah.

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian yang ini merupakan penelitian yang fersiyuridis
normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitianidiar normatif adalah
penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan camaehti bahan pustaka
atau data sekunder belaka.
Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, desng demikian termasuk

dalam kategori penelitian kualitatif, dimana petiei ini berusaha

'Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1988nelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat,PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.Hal. 13-14.
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memberikan gambaran tentang peraturan perundarsgigad dan bahan-
bahan hukum yang berkaitan dengan peranan kepsdandengeluarkan surat
keterangan tanah dalam transaksi jual beli tandimjali dari Peraturan

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaaah.

. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukecara yuridis
normatif, pendekatan secara yuridis normatif dimdkan untuk mengetahui
pengaturan-pengaturan secara normatif mengenai lakedasa dalam
mengeluarkan surat keterangan tanah dan ketenwmg ada di dalamnya
terutama ketentuan yang berkenaan dengan kedudkdepala desa
mengeluarkan surat keterangan tanah dalam transakdieli tanah ditinjau
dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997rngrR@ndaftaran Tanah.

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pertdek@eraturan
perundang-undanganstétute approach) yang dilakukan dengan cara
menelaah berbagai peraturan perundang-undangan lyarkgitan dengan
peranan kepala desa mengeluarkan surat keterasngam dalam transaksi jual
beli tanah ditinjau dari Peraturan Pemerintah No@wfMahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah.

8 peter Mahmud Marzuki, 200Pgnelitian HukumJakarta, Kencana. Hal. 93
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3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan data dalam penelitian hukum ini dapbedakan
menjadi :
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yantpikat dan terdiri
dari :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia TaBdb

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeraiDasar Pokok
Agraria,

3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentamglaftaran
Tanah.

4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Raintan Nasional
Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan PelaksanaaatuiPan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendafiaaah.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikamelpsan
mengenai bahan hukum primer, antara lain :

1) Hasil karya dari kalangan hukum yang berkaitan dangudul
penelitian,

2) Jurnal dan Majalah,

3) Situs internet.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberikaninpgk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahlmmhgekunder,

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamusriuk
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4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Setelah semua data terkumpul, dilanjutkan dengamgqgiehan data
dengan meringkas, mengutip dan mengulas bahan-kethandata tersebut.
Pengolahan data dilakukan dengan cara men(gtiting) data dan mengedit
kembali(re-editing)data’

Mengedit data adalah kegiatan memeriksa data asdnanb yang
terkumpul. Langkah selanjutnya adalah mengkoding, @atinya penyesuaian
data yang diperoleh dalam penelitian, yaitu melpknelitian kepustakaan
sesuai dengan pokok bahasan masalah yang ditetiyjash cara memberi
kode tententu pada data yang diperoleh tersebut.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan baik berupa batleum primer,
sekunder maupun bahan hukum tersier, maka dilakaRalisis secara yuridis
kualitatif. Untuk bahan-bahan data primer, analisiagta dengan cara
interpretasi (penafsiran). Penafsiran yang digunalaam penelitian, adalah
penafsiran autentik dan penafsiran sahih. Penafsiaatentik adalah
interpretasi berdasarkan bahasa sehari-hari attu liahasa authentic
interpretatig atau metode obyektif. Hakim menafsirkan kata-ldgtam teks
undang-undang apa adanya sesuai dengan kaidahabddradkaidah hukum

tatabahasa. Penafsiran sahih adalah penafsiranpgstgterhadap arti kata-

® Ronny Hanitijo Soemitro, 1990Vletode Penelitian Hukum dan JurimetGhalia
Indonesia, Jakarta. Hal. 52.
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kata sebagaimana yang diberikan oleh pembentukngraladang. Setelah
diadakan interpretasi, yaitu memberi makna, meskela pola atau kategori
dan juga mencari keterikatan berbagai konsep. Dengma ini kajian

mengenai kedudukan kepala desa mengeluarkan steskgan tanah dalam
transaksi jual beli tanah ditinjau dari PeraturamBrintah Nomor 24 Tahun
1997 tentang Pendaftaran Tanah, merupakan gegil badaya hukum yang
bersifat kompleks, dan akan dapat dideskripsikdandauatu kualitas yang
lebih  mendekati kenyataan-kenyataan serta terungkeb-hal yang

melatarbelakanginya.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang diberi judulKetiudukan Kepala

Desa Mengeluarkan Surat Keterangan Tanah Dalam Trasaksi Jual Beli

Tanah Ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang

Pendaftaran Tanah’ adalah sebagai berikut :

Bab I.

Bab II.

Bab Il

Bab IV.

Bab V.

PENDAHULUAN

Judul Penelitian

Latar Belakang

Identifikasi Masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian
Kerangka Pemikiran

Keaslian Penelitian

Metode Penelitian

. Sistematika Penulisan
KAJIAN PUSTAKA

IOMmMOO®m>

Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat Keterangan
Tanah Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinjau Dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah

Kekuatan Hukum Surat Keterangan Tanah yang Dikeluakan
Kepala Desa Dalam Transaksi Jual Beli Tanah Ditinja Dari
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997tentang
Pendaftaran Tanah

PENUTUP
Kesimpulan sebagai jawaban permasalahan yang tiditdin
rekomendasi sebagai saran.

DAFTAR PUSTAKA



BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Kepala Desa
1. Pengertian Pemerintahan Desa dan Kepala Desa
Menurut Soetardjo Kartohadikoesoema, "Desa adatghtkian hukum

di mana tinggal sesuatu masyarakat yang berkuasgadakan pemerintahan

sendiri” 1°

Menurut H.A.W. Widjaja, bahwa :

Desa memiliki otoritas atau wewenang untuk mengddumr mengurus

kepentingan masyarakatnya sendiri. Pengaturan damgupusan

terhadap kepentingan masyarakat setempat dalanmihdllakukan
sebuah lembaga resmi yang dibentuk dan diakui daBistem

Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaarsatiministrasi

pemerintahan terendah yaitu Pemerintahan Blesa.

Menurut H.A.W. Widjaja, "Desa adalah kesatuan meslgat hukum
yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mergylkapentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danistiddait setempat yang
diakui dalam sistem pemerintahan Nasioral”.

Pengertian Desa resmi (yuridis formil) tercanturtacaperaturan

perundang-undangan yang berlaku yang mengatuntgitasa.

1% pid.

1 H.AW. Widjaja, 2002,Pemerintahan Desa/Marga Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerahat$urelaah Adminstrasi Negara”
RadjaGrafindo Persada, Jakarta. Hal. 11.

2 |bid. Hal. 65.
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Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 5 TABuWA
tentang Pemerintahan Desa yaitu :

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh dajupenduduk
sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyanisasi
pemerintahan terendah langsung di bawah camat @analb
menyelenggarakan rumahtangganya sendiri dalamnikdtgara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 22 Td9e9
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 huruf o yaitu :
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selaajutisebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilik
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan istidat
setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahanohasdan
berada di Daerah Kabupaten.
Pengertian Desa menurut Undang-Undang No. 32 T&o4
tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 angka 12:yaitu
Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutisebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang meingiks-
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dangunes
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan sdatlan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalaistes
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Desa yé#aigikan oleh
Lembaga Pemerintahan Desa vyaitu Pemerintah Desa Ridan
Permusyawaratan Desa (BPD).

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 6 Peraturan PdateiNomor

72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintahan Deséhadala
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Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh PemeriDeda dan
Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengu
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan agattas adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalamtems
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa :

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan namadaiah Kepala

Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7, di atag dgpghami
bahwa Kepala Desa adalah unsur penyelenggaraanripeahan desa
yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dilaksamoleh perangkat
desa.

Pemerintahan desa memiliki otonomi dalam menjalanka
pemerintahan yang disebut dengan otonomi desa. o@®tondesa
merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurpsntegan
masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul t@algy ada dan
ketentuan hukum adat setempat, sepanjang sesuaidd&rnbertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

. Tugas, Wewenang, Kewajiban Kepala Desa

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomdaf7zn 2005
dapat disimpulkan bahwa Kepala Desa mempunyai tugas
menyelenggarakan  urusan  pemerintahan,  pembangunaan

kemasyarakatan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimiamaksud

Kepala Desa mempunyai wewenang :



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

19

Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa bekdaskebijakan
yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan(BieBg;
Mengajukan rancangan peraturan desa;

Menetapkan peraturan desa yang telah mendapatyjaesebersama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desaens
Anggaran Pendapatan Belanja (APB) Desa untuk d#batian
ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa ;(BPD)
Membina kehidupan masyarakat desa;

Membina perekonomian desa,;

Mengkoordinasikan pembangunan desa secara patifisipa

Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilam d#apat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai derngaaturan
perundang-undangan; dan

Melaksanakan ~ wewenang lain sesuai dengan  peraturan
perundangundangan.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebutleK&gsa

mempunyai kewajiban :

1)

Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, mel&esabadang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19dBa s
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara uéesat

Republik Indonesia;
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2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;

4) Melaksanakan kehidupan demokrasi;

5) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yargihbéan bebas
dari kolusi, korupsi dan nepotisme;

6) Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra keganerintahan
desa;

7) Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perunaadaagan;

8) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desg yaik;

9) Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengel&kzzengan
desa;

10)Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;

11)Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;

12)Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;

13)Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilaii@obudaya dan
adat istiadat;

14)Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di d&asa; d

15)Mengembangkan potensi sumber daya alam dan mékestar
lingkungan hidup;

Selain kewajiban sebagaimana dimaksud di atas Hepssa
mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan pe&mgglaraan

pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota, memberikaporan
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keterangan pertanggungjawaban kepada Badan Penvarsyan Desa
(BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggamemerintahan

desa kepada masyarakat.

2. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Tanah
a. Pengertian pendaftaran hak atas tanah
Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepaktiaum dan
kepastian hak atas tanah, oleh karena itu dengseledggarakannya
pendaftaran tanah, maka pihak yang bersangkutagademudah dapat
mengetahui status hukum dari tanah.
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia &to2d
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam BalkdnKmn Umum
Pasal 1 Angka 1 yang berbunyi :
Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yadaigukan oleh
pemerintah secara terus menerus, berkesinamburagartedatur,
meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, darygpan
serta pemeliharaan data fisik dan data yuridisardabentuk peta
dan data, mengenai bidang-bidang tanah dan saataarsrumah
susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hakagabidang-
bidang yang sudah ada haknya dan hak milik atassaumah
susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
Dalam Pasal 1 ayat (10-11) Peraturan Pemerintah oNdzd
Tahun 1997 meyebutkan dua sistem pendaftaran tiriationesia, yaitu:
pertama, pendaftaran tanah secara sistematis akizdgditan pendaftaran

tanah untuk pertama kali yang dilakukan secarantsteyang meliputi

semua objek pendaftaran tanah yang belum didafi@andwilayah atau
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bagian wilayah suatu Desa/Kelurahan. Kedua, peradaft tanah secara
sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untrkrpa kali mengenai
satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dal#yaliatau bagian
wilayah suatu Desa/Kelurahan secara Individu.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomofghun
1997 mengenai Pendaftaran Tanah maka terdapatj¢ess hak yang
dapat didaftarkan, di antaranya :

1) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan hak ntilé& una
usaha, hak guna bangunan dan hak pakai;

2) Tanah hak pengolahan;

3) Tanah wakaf;

4) Hak milik atas satuan rumah susun;

5) Hak tanggungan;

6) Tanah Negara.

b. Dasar hukum pendaftaran tanah
Pengaturan kegiatan pendaftaran tanah terdapatatndketentuan
Pasal 19 UUPA yang berbunyi :

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah akiad
pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indane
menurut ketentuan-ketentuan yang diatur denganturana
Pemerintah.

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini nn&lip
a. Pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-ha
tersebut;

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku
sebagai alat pembuktian yang kuat.

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mendiegdaan
Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sekahomi
serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut
pertimbangan Menteri Agraria.
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(4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang
bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalan{12ya
atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mmamp
dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Ketentuan Pendaftaran tanah yang termuat di dalasalP19
meletakkan kewajiban pada pemerintah untuk menggkmakan
pendafataran tanah, cara ini disebut juga “pendaftaanah secara
sistematik atau prakarsa pemerintah”. Lawannyaahda¢éndaftaran tanah
dengan cara sporadik yakni atas permintaan petaiizh sendirt?

Kewajiban subjek hak atas tanah untuk melakukardaféaran
tanah secara sporadik tersebut diatur dalam UURI&y y

pada Pasal 23, yang berbunyi :

(1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusmjen
pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan
menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalaa R8s

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat
pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milikase
sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 32, yang berbunyi :

(1) Hak guna-usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya
demikian juga setiap peralihan dan penghapusartdnagbut,
harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan gangksud
dalam pasal 19.

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat
pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta ngpusak
guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus kajamgka
waktunya berakhir.

3 Herawan SaunQp Cit, Hal. 68.
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Pasal 38, yang berbunyi :

(3) Hak guna bangunan, termasuk syarat-syarat pembgdan

demikian juga setiap peralihan dan penghapusartdnagbut,
harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan gangksud
dalam pasal 19.

(4) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat

pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta ngpusak
guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus kajamgka
waktunya berakhir.

c. Biaya pendaftaran hak milik

Menurut ketentuan Pasal 19 ayat (4) UUPA :

Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya y@ergangkutan
dengan Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di d&sgan
ketentuan bahwa yang tidak mampu dibebaskan darbagaran
biaya-biaya tersebut.

Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24uh 1997

diatur juga mengenai biaya Pendaftaran Tanah Padal B1 ayat (1-4)

yaitu :

1)

2)

3)

Besarnya dan cara pembayaran biaya-biaya dalamkaang
pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah diatur denga
Peraturan Pemerintah tersendiri.

Atas permohonan yang bersangkutan, Mentri atalbRieyang
ditunjuk dapat membebaskan permohonan dari sebagan
seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada ayat K9, |
pemohon dapat membuktikan tidak mampu membayarabiay
tersebut.

Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisang ya
diagjukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal
meninggalnya pewaris, tidak dipungut biaya pendarfta
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4) Tata cara untuk memperoleh pembebasan atas biaya
pendaftaran tanah diatur oleh Mentri.
Pengaturan masalah biaya pendaftaran tanah inirdiatiam

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Rl Ndnor
Tahun 2008 tentang penyederhanaan dan percepatadast
prosedur operasi pengaturan dan pelayanan pertanatiak
jenis pelayanan pertanahan tertentu.

3. Pengertian Surat Keterangan Tanah

Surat Keterangan Tanah (SKT) adalah surat daril&egasa yang
menguatkan Surat Pernyataan Penguasaan Faahat Keterangan Tanah
adalah surat yang menunjukan kepemilikan atau @s@@n atas tanah dan
hak-hak di atas tanah, yang ditetapkan oleh Kepalsa di mana tanah itu
berada yang dikuatkan oleh camat seterfipat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (3) Peratuemekl Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor Buifal997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomdat24n 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Permenag/Ka.BPN No. 3/1997) atendebih lanjut
mengenai bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah gyaidak tersedia
tersebut, sesuai yang tercantum pada Pasal 24(2y&P No. 24/199%

Surat Keterangan dari Kepala Desa yang biasanghutisSurat Keterangan

Tanah (SKT) dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orakg yang kesaksiannya

4 Surat Keterangan Tanahdiakses darihttp://www.docstoc.com/docs/tanggal 07
Februari 2014 Jam 11:52 Wib.

! Surat Keterangan Tanakliakses datiittp:/www.kemitraan.or.id/uploads_filednggal
07 Februari 2014 Jam 12:04 Wib.

18 http://www.hukumproperti.com/2014/05/01/pembuktizak-lama-pada-pendaftaran-
tanah/#sthash.PVxvAyyu.dpuf
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dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetuad setempat dan/atau
penduduk yang sudah lama bertinggal di desa/kedurdbtak tanah yang
bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan kelupsgaohon sampai
derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal mauparizontal, yang

membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon daiganpernyataaf.

17 | bid.



BAB Il
KEDUDUKAN KEPALA DESA MENGELUARKAN SURAT KETERANGAN

TANAH DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH DITINJAU DARI

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997

TENTANG PENDAFTARAN TANAH
A. Pelaksanaan Transaksi Jual Beli Tanah Menurut UUPA

Dalam UUPA istilah jual beli hanya disebutkan dal®asal 26 yaitu :
“yang menyangkut jual beli hak milik atas tanahal@n pasal-pasal lainnya,
tidak ada kata yang menyebutkan jual beli, tetagelmitkan sebagai dialihkan.
Pengertian dialihkan menunjukkan suatu perbuat&urhuang disengaja untuk
memindahkan hak atas tanah kepada pihak lain melell beli, hibah, tukar-
menukar, dan hibah wasiat. Jadi, meskipun dalarmal paanya disebutkan
dialihkan, termasuk salah satunya adalah perbdatknm pemindahan hak atas
tanah karena jual beli. Dengan demikian di dalanmPltidak disebutkan secara
jelas pengertian yang mana yang dipakai dalam peli tanah® Seperti
ketentuan Pasal 26 ayat 1 UUPA, hanya manyataka, Geli, penukaran,
penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberianroteadat dan perbuatan
lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak mikktes pengawasannya
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sehubunganacleng tersebut, Boedi
Harsono berpendapat bahwa hukum agraria sekarangemakai sistem dan

asas-asas hukum adat, maka pengertian jual belhtaekarang harus pula

diartikan sebagai perbuatan hukum yang berupa painge hak

18 Achmad ChulaemiQp. Cit hal. 89.
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milik/penyerahan tanah untuk selama-lamanya ol@efjupékepada pembeli, yang
pada saat itu juga menyerahkan harganya pada péhjua

Dengan berdasarkan pada Pasal 5 UUPA, maka juakdmh setelah
UUPA mempergunakan sistem dan asas dalam hukum Bddieda dengan
pendapat tersebut adalah pendapat Saleh Adiwirsatg snenyatakan: bilamana
kita perhatikan jual beli menurut UUPA ini dengarembandingkan caranya
dengan jual beli menurut hukum adat sebelum UUP#ake, maka dari saat
terjadinya persetujuan jual beli sampai kepadaesilieli menjadi pemilik penuh
adalah berbeda sekali caranya beserta formalitagladalah lebih mirip kepada
jual beli eigendom dari jual beli tanah dengan IN&lk Indonesia®®

Selanjutnya bilamana diperhatikan konstruksi kaligeng dipakai Pasal
19 PP No0.10/1961 yang menyebut : Perjanjian yangdksud memindahkan
hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta. Makatddisimpulkan bahwa
persetujuan jual beli tanah merupakan persetujuamng ykonsensuil, karena
dipisahkan secara tegas antara persetujuannyariseledigan penyerahannya
(levering sedangkan dalam hukum adat konstruksi kalimatlidamadalah tidak
cocok dengan sistem hukum adat yang kontaft ini.

Jual beli tanah sebagai suatu lembaga hukum, tsdmlara tegas dan

terperinci diatur dalam UUPA. Bahkan, sampai sekgrbelum ada peraturan

19 Boedi Harsono, 1972, UUP/&ejarah Penyusunan, Isi, Pelaksanaan Hukum Agraria
Bagian | dan Il Jilid I, Djambatan, Jakarta. H&. 2

% Saleh Adiwinata, 197@engertian Hukum Adat Menurut UUPAlumni, Bandung.
Hal. 35.

L Achmad ChulaimiQp. Cit Hal. 91.
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yang mengatur khusus mengenai pelaksanaan jualtdvedh. Dalam Pasal 5
UUPA terdapat pernyataan bahwa Hukum Tanah Nasiorddnesia adalah
Hukum Adat, berarti menggunakan konsepsi, asas-d#sadaga hukum dan
sistem hukum adat. Jual beli tanah menurut Hukumat Adak menimbulkan hak
dan kewajiban, yang ada hanya pemindahan hak daajikan atas tanah. Jadi,
apabila pembeli baru membayar harga tanah sebatpantidak membayar
sisanya maka penjual tidak dapat menuntut atas dagadinya jual beli tanah
tersebut. Ciri-ciri yang menandai dari jual belrsebut antara lain, jual beli
tersebut serentak selesai dengan tercapainya (jeeset atau persesuaian
kehendak (konsensus) yang diikuti dengan ikrar/pgtam kontrak jual beli di
hadapan Kepala Persekutuan hukum yang berwenamgktiten dengan
pembayaran harga tanah oleh pembeli dan disamingadekesediaan penjual
untuk memindahkan hak miliknya kepada pembeli. Rentprjadinya jual beli
tersebut, hak milik atas tanah telah berpindah,kipes formalitas balik nama
belum terselesaikan. Kemudian ciri yang kedua &dsifatnya yang terang, sifat
ini ditandai dengan peranan dari Kepala Persekuytygitu menanggung bahwa
perbuatan itu sudah cukup tertib dan cukup sah merukumnya. Adanya
tanggungan dari Kepala Persekutuan tersebut m&ajadberbuatan tersebut
terangkat menjadi suatu perbuatan yang mengarad keidrtiban hukum umum
sehingga menjadikannya di dalam lalu lintas hukamgybebas dan terjamin.
Dalam jual beli tanah, obyeknya (yang diperjuakset) pengertian dalam

praktek adalah tanahnya, sehingga timbul istiledd jeli tanah. Tetapi secara
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hukum yang benar adalah jual beli hak atas tanafenia obyek jual belinya
adalah hak atas tanah yang akan dijual. Memang bahava tujuan membeli hak
atas tanah ialah supaya pembeli secara sah mengaasaempergunakan tanabh.
Tetapi yang dibeli (dijual) itu bukan tanahnyaapthak atas tanahnya.

Sesuai dengan pernyataan tersebut di atas, pendbjaatono
Soerjopratiknjo, yang berpendapat bahwa obyek sl@tu perjanjian jual beli
tidak hanya barang berwujud akan tetapi juga bardek berwujud. Pada
umumnya semua hak dapat dijual, akan tetapi ada jogrkecualiannya.
Perkecualian itu ada yang berdasarkan UU dan adg Yerdasarkan sifat
haknya. Yang dapat dijual adalah hak-hak kebendaafpacht, opstal dan
sebagainya), hak absolut (hak cipta, hak pengadamghak atas merek) dan
selanjutnya hak-hagersoonlijk(pribadi)?3

Hak atas tanah menurut Pasal 16 UUPA ialah HakkMHak Guna
Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, Hak sewa,MtakRbuka Tanah, Hak
Memungut Hasil Hutan, Hak Guna Air, Hak Pemeliharalan Penangkapan
Ikan, Hak Guna Ruang Angkasa dan hak-hak lain yengifat sementara (Pasal
53 UUPA).

Pengertian hak milik menurut Pasal 20 yang dihukanglengan Pasal 6

UUPA merumuskan : “Hak milik adalah hak turun teomyrterkuat dan terpenuh

2 Hartono Soerjopratinjdp. Cit Hal. 45.
% |bid.
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yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan meaigibghwa hak itu

mempunyai fungsi sosial”.

Sedangkan menurut pendapat R. Susanto, Hak milkalachak untuk
menguasai tanah dengan cara yang seluas-luasnyaatanngut hasil dari tanah
itu dengan sepenuhnya, dengan mengindahkan pergiaraturan pemerintah
dan hukum adat setempat. Unsur-unsur yang tergedén hak milik adalah:

1. Menguasai tanah; artinya si pemilik tanah dapatyeeakan, menggadaikan,
meminjamkan; menukarkan, menghadiahkan, menjualahtai@menurut
kehendak si pemilik.

2. Memungut hasif*

Selanjutnya dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA dijeladbaimva hak milik
bersifat ‘zakelijK. Sehingga karena tak bersifat pribgo soonlij maka hak ini
dapat dialihkan dan beralih pada pihak [&iferalihan/beralihnya hak milik atas
tanah apabila dilihat dari segi hukum dapat terf@dena suatu tindakan hukum
(istilah lain adalah perbuatan hukum), atau karenatu peristiva hukum.
Tindakan hukum réchtshandelingen termasuk jual beli, hibah, pemberian
dengan wasiat, penukaran, pemberian menurut adatpdebuatan-perbuatan
hukum lainnya. Sedangkan beralihnya hak milik kargoeristiwa hukum
misalnya karena pewarisan. Jadi dapat dikatakamvdbgieralihan hak karena

tindakan hukum adalah peralihan hak yang dilakudemgan sengaja supaya hak

* R. Susanto, 198%ilukum Pertanahan (Agraris)Cetakan 1, Pradnya

Paramita, Jakarta. Hal. 26.
% Sudargo Gautama, 198Bafsiran UUPA Alumni, Bandung. Hal. 124.
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tersebut berpindah pada pihak lain. Sedangkan &gpenstiwa hukum, terjadi
apabila seseorang yang mempunyai salah satu halkggah dunia, sehingga
secara otomatis haknya berpindah pada ahli warisnya

Adapun prosedur jual beli tanah itu diawali dengata sepakat antara
calon penjual dengan calon pembeli mengenai objakielinya yaitu tanah hak
milik yang akan dijual dan harganya. Hal ini dilaka melalui musyawarah di
antara mereka sendiri. Setelah mereka sepakatrega dari tanah itu, biasanya
sebagai tanda jadi, diikuti dengan pemberian uafggai jaminan. Pemberian
uang sebagai jaminan tidak diartikan sebagai hdilaksanakan jual beli itu.
Dengan demikian pemberian uang sebagai jaminani disigsinya adalah hanya
sebagai tanda jadi akan dilaksanakannya jual BeElngan adanya pemberian
uang sebagi jaminan, para pihak akan merasa mempikatan moral untuk
melaksanakan jual beli tersebut.

Apabila telah ada panjar, maka akan timbul hak angBila yang ingkar
si pemberi jaminan, uang tersebut menjadi milikgggna jaminan. Sebaliknya,
bila keingkaran tersebut ada pada pihak peneriméngn, uang yang menjadi
jaminan harus dikembalikan kepada pemberi jamirkka para pihak tidak
menggunakan hak ingkar tersebut, dapatlah diseteakggn pelaksanaan jual beli
tanahnya, dengan calon penjual dan calon pembetghaglap Kepala Desa
untuk menyatakan maksud mereka itu. Inilah yanga#dsud dengan terang.
Kemudian oleh penjual dibuat suatu akta bermetgsiaig menyatakan bahwa

benar ia telah menyerahkan tanah miliknya untulkarsatlamanya kepada
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pembeli dan bahwa benar ia telah menerima hargaaseenuh. Akta tersebut

turut ditandatangani oleh pembeli dan Kepala De$2engan telah

ditandatanganinya akta tersebut, maka perbuatabegliatu selesai. Pembeli kini
menjadi pemegang hak atas tanahnya yang baru dmgaetanda buktinya
adalah surat jual beli tersebut.

Transaksi tanah, di lapangan hukum harta kekayaaopakan salah satu
bentuk perbuatan tunai dan berobjek tanah. Intiagalah penyerahan benda
(sebagai prestasi) yang berjalan serentak dengaeripgaan pembayaran tunai
(seluruhnya, kadang-kadang sebagian, selaku koptestasi). Perbuatan
menyerahkan itu dinyatakan dengan istilah jualdivebia), adol, sade (Jaw4).

Transaksi jual tanah dalam sistem Hukum Adat meryguB muatan,
yakni :

1. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayam@nsademikian rupa
dengan hak untuk mendapatkan tanahnya kembalabate¢tmbayar sejumlah
uang yang pernah dibayarnya.

2. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayamintdnpa hak untuk
membeli kembali, jadi menjual lepas untuk selanmadaya.

3. Pemindahan hak atas tanah atas dasar pembayarmgandeerjanjian bahwa
setelah beberapa tahun panen dan tanpatindakamhigctentu tanah akan

kembali.

% |man Sudiyat, 1981Hukum Adat Sketsa Asakiberty, Yogyakarta. Hal. 28.
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Jual beli oleh UUPA tidak diterangkan secara jed&an tetapi mengingat
dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa Hukum Tanalohasadalah Hukum
Adat, dengan demikian menggunakan konsepsi, asas-esnbaga hukum, dan
sistem Hukum Adat. Maka pengertian jual beli tamadnurut Hukum Tanah
Nasional adalah pengertian jual beli tanah mendukum Adat. Hukum Adat
yang dimaksud Pasal 5 UUPA tersebut adalah Hukuat pang telah di-saneer
yang dihilangkan dari  cacat-cacatnya/Hukum  Adat gyansudah
disempurnakan/Hukum Adat yang telah dihilangkaratskedaerahannya dan
diberi sifat nasional.

Pengertian jual beli tanah menurut Hukum Adat makap perbuatan
pemindahan hak, yang sifatnya tunai, riil dan tgra®ifat tunai berarti bahwa
penyerahan hak dan pembayaran harganya dilakulda qzeat yang sama. Sifat
riil berarti bahwa dengan mengucapkan kata-katga®emulut saja belum lah
terjadi jual beli, hal ini dikuatkan dalam Putudsl No. 271/K/Sip/1956 dan
No. 840/K/Sip/1971. Jual beli dianggap telah tar@dengan penulisan kontrak
jual beli di muka Kepala Kampung serta penerimaangd oleh penjual,
meskipun tanah yang bersangkutan masih berada g@laguasaan penjul.

Sifat terang dipenuhi pada umumnya pada saat digadawya jual beli itu
disaksikan oleh Kepala Desa, karena Kepala Desaggi#gp orang yang

mengetahui hukum dan kehadiran Kepala Desa mewailja masyarakat desa

2’ Boedi Harsono, (d) “Perkembangan Hukum Tanah Adetalui Yurisprudensi”,
(Ceramah disampaikan pada Simposium Undang-UndakgkPAgraria dan Kedudukan Tanah-
Tanah Adat Dewasa ini, Banjarmasin, 7 Oktober 193). 50.
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tersebut. Sekarang sifat terang berarti jual kelidilakukan menurut peraturan
tertulis yang berlaku. Sejak berlakunya PP No. 1&huh 1961 tentang
Pendaftaran Tanah, jual beli dilakukan oleh patalpidi hadapan PPAT yang
bertugas membuat aktanya. Dengan dilakukannyabelkldi hadapan PPAT,
dipenuhi syarat terang (bukan perbuatan hukum ygelgp, yang dilakukan
secara sembunyi-sembunyi). Akta jual beli yang mditaangani para pihak
membuktikan telah terjadi pemindahan hak dari pE@nkepada pembelinya
dengan disertai pembayaran harganya, telah memesyduiat tunai dan
menunjukkan bahwa secara nyata atau riil perbuatacum jual beli yang
bersangkutan telah dilaksanakan. Akta tersebut raktikan bahwa benar telah
dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak untuk meelamanya dan
pembayaran harganya. Karena perbuatan hukum ydagukiin merupakan
perbuatan hukum pemindahan hak, maka akta tersmlewmbuktikan bahwa
penerima hak (pembeli) sudah menjadi pemegang bayaryg baru. Akan tetapi,
hal itu baru diketahui oleh para pihak dan ahliigrara, karenanya juga baru
mengikat para pihak dan ahli warisnya karena adwmasi PPAT sifatnya
tertutup bagi umun® Syarat jual beli tanah ada dua, yaitu syarat rilatEm
syarat formil :
1. Syarat materiil
Syarat materiil sangat menentukan akan sahnyaglatanah
tersebut, antara lain sebagai berikut :

a. Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan udaia
adalah pembeli sebagai penerima hak harus memesyanat

8 Boedi HarsonoQp.Cit, Hal. 296.
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untuk memiliki tanah yang akan dibelinya. Untuk metukan
berhak atau tidaknya si pembeli memperoleh hak tateesh yang
dibelinya tergantung pada hak apa yang ada pads t@msebut,
apakah hak milik, hak guna bangunan, atau hak pakanurut
UUPA, yang dapat mempunyai hak milik atas tanahyhamarga
negara Indonesia tunggal dan badan-badan hukumdyeatgpkan
oleh pemerintah (Pasal 21 UUPA). Jika pembeli memau
kewarganegaraan asing di samping kewarganegardandsianya
atau kepada suatu badan hukum yang tidak dikeeumalideh
pemerintah, maka jual beli tersebut batal kareramudan tanah
jatuh pada negara (Pasal 26 ayat (2) UUPA).

b. Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan yemigak
menjual suatu bidang tanah tentu saja si pemegang sah dari
hak atas tanah tersebut yang disebut pemilik. Kalamilik
sebidang tanah hanya satu orang, maka ia berhak umenjual
sendiri tanah itu. Akan tetapi, bila pemilik taredialah dua orang
maka yang berhak menjual tanah itu ialah kedua gordn
bersama-sama. Tidak boleh seorang saja yang hettisebagai
penjual®

c. Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbeli#an tidak
sedang dalam sengketa. Mengenai tanah-tanah hakaagaoleh
diperjualbelikan telah ditentukan dalam UUPA yaltak milik
(Pasal 20), hak guna usaha (Pasal 28), hak gurguban (Pasal
35), hak pakai (Pasal 41).

Jika salah satu syarat materiil ini tidak dipenutalam arti penjual

bukan merupakan orang yang berhak atas tanah ypraingta atau

pembeli tidak memenuhi syarat untuk menjadi pentilk atas tanah
atau tanah, yang diperjualbelikan sedang dalam ks¢agatau
merupakan tanah yang tidak boleh diperjualbelikaaka jual beli
tanah tersebut adalah tidak sah. Jual beli tanaly gidakukan oleh
yang tidak berhak adalah batal demi hukum artilmgak semula
hukum mengganggap tidak pernah terjadi jual ¥eli.

2. Syarat formal
Setelah semua persyaratan materil dipenuhi makaTPPA

(Pejabat Pembuat Akt Tanah) akan membuat aktabgialya. Akta

jual beli menurut Pasal 37 PP 24/1997 harus dibleit PPAT. Jual

beli yang dilakukan tanpa dihadapan PPAT tetapksabna UUPA
berlandaskan pada Hukum Adat (Pasal 5 UUPA), sd@dangdgalam

Hukum Adat sistem yang dipakai adalah sistem yang

Hal.2.

2 Effendi Perangin, 1995Praktik Jual Beli TanahRaja Grafindo Persada, Jakarta.

%0 | pid.
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konkrit/kontan/nyata/riil. Dengan demikian, untuk ewujudkan

adanya suatu kepastian hukum dalam setiap perdtalaratas tanah,

PP No. 24 Tahun 1997 sebagai peraturan pelaksan®ddRA telah

menentukan bahwa setiap perjanjian yang bermakserdimlahkan

hak atas tanah harus dibuktikan dengan suatu altg glibuat oleh
dan di hadapan PPA¥.Sebelum akta jual beli dibuat PPAT, maka
disyaratkan bagi para pihak untuk menyerahkan surat yang
diperlukan kepada PPAT, yaitu : tidaklah didafraglainkan haknya
yang dilahirkan dari akta tersebut yang didaftaeng§an demikian,
akta hanyalah dipergunakan sebagai sumber dat& amtnperoleh
kejelasan mengenai terjadinya suatu hak atau paraliak®?

Setiap orang yang memerlukan data yuridis yangki@magtas suatu
hak atas tanah tidak perlu lagi mempelajari seluakta tanah yang
berhubungan dengan hak atas tanah tersebut, metamikup jika dipelajari
urutan pemberian hak atau perubahan pemegang hak diaatat dalam
register yang disediakan untuk itu. Register tarsdblam sistem yang dianut
UUPA dilaksanakan lebih lanjut dalam PP No. 24 TaH®97 tentang
Pendaftaran Tanah disebut Buku Tarfah.

Maria Sumardjono berpendapat bahwa, UUPA mengaystem
registration of title(pendaftaran hak). Dalam hal jual beli hak miliasatanah
didasarkan pada hukum adat, di mana jual beli fa¢rginai, maka saat

beralihnya hak kepada pembeli adalah pada saat belal dilakukan di

hadapan PPAT, harus dilakukan pendaftaran terhisiloilu®*

31 Bachtiar Effendi, 1993Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanatiumni, Bandung.
Hal. 23.

%2 bid.

% Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya, 200%jak Tanggungan Edisi Pertama,
Cetakan I, Prenada Media, Jakarta. Hal. 168-170.

% Maria Sumardjono, Op. Cit., Hal. 56.
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Sebagaimana telah diuraikan di atas, akta dibuzgse tanda bukti.
Fungsinya adalah untuk memastikan suatu peristiwarn dengan tujuan
menghindarkan sengketa. Oleh karena itu, PPAT haelakukan perbuatan
hukum jual beli sedemikian rupa, sehingga apa yaggq dibuktikan itu
diketahui dengan mudah dari akta yang dibuat. Halena itu, harus
dihindari, jangan sampai akta memuat rumusan-rumugang dapat
menimbulkan sengketa karena tidak lengkap dan jelak. Oleh karena akta
PPAT merupakan akta autentik yang mempunyai kekugt@embuktian
mutlak, mengenai hal-hal atau peristiwa yang disdlalam akta, maka yang
dibuktikan adalah peristiwanya. Di samping itu,aaktal beli itu harus dibuat
dengan menggunakan formulir yang ditentukan. Kedsaruadanya akta
PPAT di dalam jual beli tanah sebagaimana diatlanddasal 19 PP No. 10
Tahun 1961 ternyata mengandung kelemahan, kardéfeh isharus” tidak
disertai dengan sanksi, sehingga akta PPAT itk tildgpat ditafsirkan sebagai
syarat “adanya” akta penyerahan. Menurut Boedi diexsmeskipun Pasal 23
ayat (2) UUPA menyatakan bahwa hak milik beralilgpgaat akta PPAT
diperbuat (Akta PPAT itu merupakan bukti bahwa &tgs tanah telah beralih
kepada pembeli), akan tetapi bukti itu belum berlédrhadap pihak ketiga,
karena yang wajib diketahui oleh pihak ketiga adadpa yang tercantum
pada buku tanah dan sertipikat hak yang bersangkiiangan demikian,
meskipun sejak dilakukannya jual beli pembeli sudeimjadi pemilik, tetapi

kedudukannya sebagai pemilik barulah sempurna @ggyi pembuktiannya)
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setelah dilakukannya pendaftaran peralihan haktatesh yang diberinya itu
oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah. Pendapaténgandung kelemahan,
karena “Akta PPAT itu mempunyai fungsi sebagai alatuk melakukan
pendaftaran (Pasal 22 ayat (3) PP No. 10 Tahun)1f#6l tidak menentukan
saat kelahiran hak’®

Dalam hukum pertanahan, transaksi jual beli tarsgdatdilaksanakan
oleh PPAT, camat juga dapat ditunjuk sebagai PP&iientara oleh Kepala
BPN. Hal ini perlu mendapat perhatian secara sedalsim rangka melayani
masyarakat dalam pembuatan akta jual beli PPAT adirah yang belum
cukup terdapat PPAT. Selain itu, karena fungsinydidang pendaftaran
tanah sangat penting bagi masyarakat yang memarlukaka fungsi tersebut
harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Qbeiena itu, di wilayah
yang belum cukup terdapat PPAT, camat perlu diturgebagai PPAT
sementara. Yang dimaksud dengan daerah yang belkap ¢erdapat PPAT
adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memenufiah formasi yang
ditetapkan Menteri/Kepala Badan Pertanahan Nasimnaébut dalam Pasal
14 PP No. 37 Tahun 1998. Di daerah yang sudah ctéadppat PPAT dan
merupakan daerah tertutup untuk pengangkatan PRAT, bamat baru tidak
lagi ditunjuk sebagai PPAT Sementara.

Untuk suatu wilayah belum dipenuhi formasi pengatak PPAT,

misalnya suatu desa yang jauh sekali letaknya dah pari PPAT yang

% Boedi Harsono, 197Dp. Cit.,Hal. 158.
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terdapat di kabupaten/kota dapat ditujunjuk Kepdésa sebagai PPAT
sementara. Dengan ketentuan ini maka Camat tidaRkaits diangkat sebagai
PPAT Sementara (dapat terbukti dari surat pengaaghga dan telah
disumpah sebagai PPAT). PPAT Khusus ini bertugdekumelaksanakan
perbuatan hukum atas Hak Guna Usaha (HGU), terudiataan hal mutasi.
Dasar hukum pengangkatan PPAT atau PPAT sementiakha
Ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah NddidoTahun 1998,
bahwa : “Siapa yang dapat diangkat sebagai PPAIifi yalah mendapat
pendidikan khusus spesialis notariat atau prograndipikan khusus PPAT
yang diadakan oleh lembaga pendidikan tinggi dimag harus pula lulus
dari ujian yang diadakan oleh Kantor Menteri Negakgraria/Kantor
Pertanahan Nasional. Dengan demikian kemungkiremgélat sebagai PPAT
tanpa ujian ataupun yang belum pernah mendapatkadigikan khusus
tentang PPAT tidak akan mungkin. Kalaupun ada PRAmentara Camat
atau Kepala Desa maka tentunya pemerintah perluyat@ndengan suatu
Peraturan Menteri atas dispensasi tersebut”. ApaKigpala desa belum
mendapatkan pendidikan PPAT, maka kepala desabtdrdedak dapat
menjadi PPAT sementara, walaupun daerahnya jauta matat keterangan

tanah tersebut tetap harus mendapatkan pengesahnaPRAT sementara
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Camat atau PPAT sebenarnya yang ada di wilayahnhiégjadinya transaksi

pengalihan hak atas tankh.

Akta jual beli tanah merupakan suatu hal yang dapgating yang
berfungsi untuk terjadinya pemindahan hak miliksatanah dan terjadinya
kepemilikan tanah. Agar transaksi jual beli bispedianggungjawabkan,
maka keberadaan saksi juga mutlak penting, karpahila salah satu dari
pihak penjual dan pembeli ingkar dan menjadi setagkmaka kedua saksi
inilah yang akan menjelaskan kepada hakim bahwakadvenar-benar telah
melakukan jual beli tanaH.

Di sisi lain terjadi kontroversi mengenai keharugaal beli tanah
dilakukan dengan akta dalam beberapa yurisprudetadikamah Agung,
yakni :

1. Putusan Makamah Agung No. 539/K/Sip/1971 tangdéb@ember 1971
menyatakan “Sesudah berlakunya UUPA, maka hanyargian jual beli
yang dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat AktahTgaag sah”.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 598/K/Sip/1971 tangdalDEsember
1971 menyatakan “Jual beli sawah yang tidakdilakukdi hada
berwenang sebagaimana dikatakan oleh Pasal 19uReraPemerintah

No. 10/1961, yaitu Notaris atau Camat, merupakahljali yang tidak sah

% Tugas dan Wewenang PPAfttp:/kuliah-notariat.blogspot.coriakses tanggal 05
Maret 2014 Pukul 21.00 Wib.

3" Harun Al-Rasyid, 1987Sekilas tentang Jual Beli TanaBetakan |, Ghalia Indonesia,
Jakarta. Hal. 64.
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menurut hukum, sehingga pembelinya tidak perlu rmapatiperlindungan
hukum.”

. Putusan Mahkamah Agung No. 1211 K/Sip/1971 tan@§afpril 1972,
jual beli tanah tanpa Akta PPAT dinyatakan sah, gydrerbunyi
“Membenarkan jual beli sebidang sawah yang terjmtia tahun 1966
yang memakai akta yang berupa surat segel yangsikea oleh Kepala
Desa.”

. Putusan Mahkamah Agung No. 1363 K/Sip/1971 tangg@aMei 1972,
mensahkan jual beli tanah tanpa akta PPAT, mengatakta jual beli
tanah berikut rumahnya yang tidak dibuat di hadapejabat Pembuat
Akta Tanah adalah sah. Ketentuan dalam Pasal upP@n Pemerintah
No. 10/1961, tidak bermaksud untuk mengenyampingieeal-pasal dari
KUH Perdata atau ketentuan-ketentuan hukum tidakli mengenai jual
beli.56 5. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/SipDdl®&nggal 22
Maret 1972 menganggap PP No. 10/1961. Dalam peatigdgnnya :
“Suatu perjanjian jual beli yang dilaksanakan sdtdlerlakunya Peraturan
Pemerintah No. 10/1961 harus memenuhi PeraturaruaiResakta
perjanjian jual beli yang dilaksanakan di hadapaorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah 1061961,
dianggap sebagai akta yang mempunyai kekuatan paky sempurna”.
menyatakan : “Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Td@i, setiap

pemberian hak atas tanah harus dilakukan di hadBpgbat Pembuat
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Akta Tanah, setidak-tidaknya di hadapan Kepala Degang
bersangkutan”.

5. Putusan Mahkamah Agung No. 937 K/Sip/1970 tang@aMaret 1972
menganggap PP No. 10/1961. Dalam pertimbangant8@atu perjanjian
jual beli yang dilaksanakan setelah berlakunyatBema Pemerintah No.
10/1961 harus memenuhi Peraturan Pemerintah teérsiousuatu akta
perjanjian jual beli yang dilaksanakan di hadapaorang Pejabat
Pembuat Akta Tanah menurut Peraturan Pemerintah 1061961,
dianggap sebagai akta yang mempunyai kekuatan yarkgj sempurna”.

6. Putusan Mahkamah Agung No. 544 K/Sip/1976 tang@al@ni 1979,
menyatakan : “Berdasarkan Pasal 19 PP No. 10 Td@i, setiap
pemindahan hak atas tanah dilakukan di hadapabgigpgembuat aktan
tanah, setidak-tidaknya di hadapan Kepala Desa lyargangkutan”.

7. Putusan Mahkamah Agung No. 992 K/Sip/1979 tanggaAfril 1980,
menyatakan : “Semenjak akta jual beli ditanda tanga depan Pejabat
Pembuat Akta Tanah, hak atas tanah yang dijualdeepambeli”.

8. Putusan Mahkamah Agung No. 3045 K/Pdt/1991, mekgata “Jual beli
tanah harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuah Akinah dan
Sertipikat tanah merupakan bukti kepemilikan yaaiy menurut hukum”.
Untuk mendukung perbuatan hukum pendaftaran takedipsahan akta

jual beli tanah tergantung pada ketaatan PPAT raian kewenangan

jabatannya, yaitu :
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1. Sertipikat yang menjadi objek perjanjian jual hahah tidak sedang dijadikan
agunan bank, sengketa, atau, dan dalam sitaan.

2. Sertipikat tanah yang menjadi objek perjanjian juli masih dalam
permohonan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

3. Sertipikat tanah atas nama orang lain.

4. Pembeli belum cukup umur.

5. Calon pembeli yang ingin membeli tanah (khusus lumémah sawah) tidak
berdomisili di wilayah tempat tanah itu berada.

6. Para pihak atau salah satunya belum cukup umunk amélakukan jual bel

7. Hak atas tanah berada dalam keadaan sengketa.

8. Hak atas tanah dalam sitaan Pengadilan Negerisgervatoir beslag atau
sudah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutangréldga belum disita oleh
PUPN?®

9. Bukan badan hukum yang berdasarkan PP No. 38 THdG® diperkenankan
memiliki tanah dengan hak millik.

10.Bidang tanah terletak di luar wilayah kerja PPAT

11.Calon pembeli tanah adalah orang asing.

12. Tanah wakaf dan tanah yang sedang digaddikan.

% Kartini Soedjendro, 2001Perjanjian Peralihan Hak Aas Tanah yang Berpotensi
Konflik (Tafsir Sosial Hukum Pejabat Pembuat Akta TanataN®Ketika Menghadapi Perjanjian
Peralihan Hak Atas Tanah yang berpotensi konfldétakan pertama, Kanisius, Yogyakarta.
Hal.129.

%Y. W. Sunindhia dan Ninik Widayanti, 198Bembaruan Hukum AgrariéBeberapa
Pemikiran), Cetakan Pertama, Bina Aksara, Jakidgh.121-123.
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Dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionaloN& Tahun
1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1888, ditekankan beberapa
perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab PPATY y
1. Mengenai kebenaran dari kejadian yang termuat dalktes, misalnya jenis
perbuatan hukum yang dimaksud oleh para pihak, emeagudah dilakukan
pembayaran dalam jual beli dan lain sebagainya.

2. Mengenai objek perbuatan hukum, baik data fisik poaudata yuridisnya.

3. Mengenai identitas para penghadap yang merupakbak-pihak yang
melakukan perbuatan hukum.

Dalam menghadapi pembelian tanah yang belum difaftadi Kantor
pertanahan untuk disertifikasi, sebaiknya meminttbormasi kepada pejabat
setempat (kelurahan ataupun camat) baik mengewayai dari kepemilikan
tanah tersebut, siapa pemilik terakhirnya, buktiikgi(istilah untuk bukti
pembayaran pajak sebelum perubahan undang-undgal lparu 1988) atau
bukti pembayaran letter C.

Adanya kewajiban untuk mengecek itu sudah menjadiras bagi
pembuatan Akta PPAT. Pembeli yang akan membuat Akdd beli harus
mengecek terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan/BRPiik mencegah lahirnya
akta PPAT yang cacat hukum. Pengecekan itu berguak menyesuaikan
sertipikat dengan buku tanah. Adapun untuk sedigiengalihan, harus ada bukti

pengalihan di Akta Notaris/PPAT, baik itu akta ibaaupun waris.
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Namun untuk pembelian rumah di pengembadgvé¢lope), biasanya
pengurusan sertipikat dilakukan olateveloperitu sendiri. Developer akan
mengurus sertipikat secara bersama-sama sesuahumhah yang terjual. Dan
ini merupakan kewajibadeveloper menjual rumah sudah dengan surat-surat dan
sertipikatnya. Kecuali kalau sudah menjadi hak knlierorangan dan rumabh itu
mau dijual maka harus ada Akta PPAT untuk pengalimama. Jika hal-hal di
atas tidak diantisipasi oleh si pembeli, maka ddmpa akan timbul berbagai
gugatan seperti gugatan PTUN, gugatan perdata, tatdutan pidana dengan
waktu penyelesaian yang cukup lama, mulai dari gug&e Pengadilan Negeri
hingga ke gugatan kasasi, bahkan permohonan peamjembali dengan biaya
yang tinggi. Hal itu belum termasuk biaya yang Badikeluarkan. Bila harga
tanahnya kecil maka tidak akan sebanding dengay lyiang dikeluarkan. Oleh
karena itu, harus hati-hati dalam pembelian tanahkumenghindari terjadinya
sengketa.

Perolehan informasi sebanyak-banyaknya merupakaaakan kehati-
hatian pembeli dalam membeli tanah di lokBsal Estateatau pengembangan
perumahan. Tidak sedikit pengembangdevelopey yang tidak konsekuensi
melindungi hak-hak pembeli, antara lain misalnyardpai suatu kasus di mana

akta jual beli belum dibuat, pengembang sudahugitift

40 Aprilsun Purba, Akta Jual Beli Belum Dibuat, Pengembang Sudah Tutdalam
Properti Indonesia, No. 1123, April 2004, Hal. 55.
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Selain itu, PPAT harus bertanggung jawab dan metigdpembeli tanah.
Ini berbeda dengan keadaan sebelum lahirnya PP28lolahun 1997 ketika
kedudukan PPAT dipandang seakan-akan independenigapya dan tidak perlu
bertanggung jawab kepada siapa pun mengenai &i dikh penyampaian akta ke
Kantor Pertanahan dianggap hanya sebagai pelagamaoukan kewajibaft.

Dalam pemberian kuasa kepada pihak lain dalam hedl tanah dan
pengurusan sertipikat sering kali terjadi. Dari draipa kasus yang terjadi,
ditemukan fakta bahwa salah satu latar belakafapiaya sengketa tanah adalah
kurang kehati-hatian ini terjadi karena pada awalinyak ada prasangka apa pun
pada saat memberikan kuasa kepada pihak yang ayger®engan berlandaskan
pada faktor kepercayaan ini, maka pemberian kuersiagsdiberikan secara lisan
saja, atau kalaupun dibuat secara tertulis maka &uasa akan dibuat seadanya,
sekedar memenuhi syarat formal jual beli. Ketidaisan pemberian kuasa
tersebut ternyata dapat berakibat pada hal-hal Vidag diharapkan. Misalnya,
penerima kuasa melakukan tindakan di luar kewemarygag diberikan. Atau
bahkan lebih parah lagi, penerima kuasa ternyatayai@hgunakan kewenangan
untuk keuntungan pribadinya.

Jika pun hendak dibuat surta kuasa, hendaknya tditdean jenis

kewenangan apa yang diberikan kepada penerima .k&eanjutnya, untuk

“l Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanioNas Sambutan Menteri
Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionah Badninar Nasional tentanglébijakan
Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak Tanah yang Tetkadnggal 13 September 1997 di
Yogyakarta. Hal. 12.
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melaksanakan kewenangan tersebut, tindakan apayaag berhak dilakukan
oleh penerima kuasa. Tindakan tersebut diuraikanga satu sehingga tidak ada
tindakan yang dapat dilakukan tanpa seizin dan ngggtehuan dari pemberi
kuasa. Jika di kemudian hari terdapat masalah, maia kuasa khusus itu dapat
menjadi alat bukti yang sangat kuat untuk membatalkansaksi jual beli tanah
tersebut. Dengan kata lain, suatu perbuatan hukamwatddibatalkan oleh
pengadilan jika terbukti dilakukan oleh pihak yatdak berwenang. Dalam
referensi hukum, hal itu disebut dengan tidak teupénya syarat sahnya suatu

perjanjian, sebagaimana yang diatur dalam Pas&l KB2 Perdata.

. Kedudukan Kepala Desa Mengeluarkan Surat KeteranganTanah Dalam
Transaksi Jual Beli Tanah

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanamerpgahan di
Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdekayadriakat di Indonesia
secara tradisional dan turun temurun hidup dalaatuselompok masyarakat
yang disebut dengan desa. Dalam perkembanganng&kedesridian tetap dikenal
dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingaerintahan yang paling
bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan wénr dlalam peraturan
perundang-undangan.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang merkgikienangan

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyasstampat berdasarkan
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asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diaklandasistem Pemerintahan
Nasional dan berada di daerah Kabupéten.

Pemerintahan Desa sendiri, menurut Momon Soetisaadj§a dan
Sjachran Basan, yaitu : “Pemerintahan Desa ada&gdiatan dalam rangka
menyelenggarakan pemerintahan yang dilaksanakan Pénerintah Des&®
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nof@ofahun 2005 tentang
Desa disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 5, berbunyi bahwa :

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selaajdisgbut desa, adalah

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-baiésyah yang

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingasyarakat
setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiegmhgat yang diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara KesatRa&publik

Indonesia.

Pasal 1 angka 6, berbunyi bahwa :

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusaeripetan oleh

Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa nedagatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasasga-usul dan

adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatlanda sistem

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 7, berbunyi bahwa :

Pemerintah Desa atau yang disebut dengan namadalah Kepala Desa
dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraimpinen desa.

2 Sri Sudaryatmi, Sukirno, TH., Sri Kartini, 200eberapa Aspek Hukum Ad&adan
Penerbit Undip, Semarang. Hal. 22.

3 Momon Soetisna Sendjaja, Sjachran Basan, 198&ok-Pokok Pemerintahan di
Daerah dan Pemerintahan Deddandung, Alumni. Hal. 90.
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Kepala Desa mempunyai peran dan juga kedudukan geamgat penting
dalam Pemerintahan Desa. la merupakan pemimpiadaphjalannya tata urusan
pemerintahan yang ada di desa. Seorang KepalarbDesgakan penyelenggara
dan sekaligus sebagai penanggung jawab atas jaamaha pemerintahan dan
pembangunan di dalam wilayahnya. Di samping memfala urusan
pemerintahan dan pembangunan, Kepala Desa juga umgaipkewajiban lain
yaitu menyelenggarakan urusan di bidang kemasyamakaembina ketentraman
dan ketertiban masyarakat serta membina dan meraggkdn jiwa dan
semangat gotong royong masyarakat. Dengan berkaggataan seperti di atas
maka dapat dikatakan bahwa tugas dan kewajibamrsgdtepala Desa amatlah
berat. Mengingat tugasnya yang berat tersebut mdakem menjalankan tugas
dan kewajibannya terutama dalam hal menjalankarta seneningkatkan
pembangunan bagi masyarakatnya ia perlu dibantup#eangkat desa yang lain
di samping perlu baginya untuk mengadakan kerjasgamakoordinasi dengan
aparat pemerintah yang ada di atasnya maupun dapgaat lain yang terkait.

Salah satu urusan pemerintahan desa adalah memgasatah transaksi
tanah yang ada di daerahnya. Mengingat tanah manpanugrah dari Tuhan
Yang Maha Esa, yang memiliki arti penting dalamitepan umat manusia.
Tanah di Indonesia dikuasai secara turun-temurdarrd&onsep individualistik
komunalistik religius. Tanah merupakan kebutuhasadamanusia, berfungsi
sebagai tempat bermukim maupun untuk kegiatan u@akeor produksi) dan

karena itu perlu diciptakan suatu kepastian hukagi betiap pemegang hak atas
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tanah maupun bagi masyarakat umum, melalui suaiseprpencatatan secara
sistematis atas setiap bidang tanah baik mengeataifidik maupun data yuridis,
dan kegiatan semacam ini dikenal dengan sebutataefiaran tanah.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PeratDesar Pokok-
pokok Agraria yang lebih dikenal dengan sebutandogelndang Pokok Agraria
yang disingkat (UUPA) sebagai bentuk unifikasi hmkdanah nasional di
Indonesia, lahir pada tangal 24 September 1960aketE5 tahun Republik
Indonesia Mardeka. Salah satu tujuan yang hendapdi ialah menuju kepastian
hukum hak atas tanah dengan cara diselenggarakadegiatan Pendaftaran
tanah di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Pendaftaran tanah diatur di dalam Pasal 19, 23Ja3238 UUPA yang
selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nab@oirahun 1961 tentang
Pendaftaran Tanah, dalam perkembangan selanjuiggatddengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaffeaaah. Pendaftaran tanah
merupakan kegiatan yang dilakukan secara terus meedan berkesinambungan
terhadap pemeliharaan data fisik dan yuridis teapadiatu bidang tanah tertentu.
Dalam hal ini jual beli merupakan suatu perbuatakum peralihan hak atas
tanah yang masuk dalam ruang lingkup pendaftanaahtaersebut, karena jual
beli tanah mengandung suatu akibat hukum vyaitiadarya perubahan data
yuridis tentang status kepemilikan tanah bahkaa fisik.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 198iitamg

Pendaftaran Tanah, kedudukan Kepala Desa memputngas-tugas strategis
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dalam membantu pelaksanaan penyelenggaran perdat@mah, sebagaimana
diatur di dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 24, P&say& (2) dan Pasal 39. Untuk

lebih jelas berikut ini diuraikan bunyi pasal-pasabkebut, sebagai berikut :

Pasal 7, menyebutkan bahwa :

(1) PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat #Apkht dan
diberhentikan oleh Menteri.

(2) Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Ment&apat
menunjuk PPAT Sementara.

(3) Peraturan jabatan PPAT sebagaimana dimaksud padalgydiatur
dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

Pada ketentuan Pasal 7 di atas, dapat diketahuidkken kepada desa
terdapat pada ayat (2), pada penjelasan pasalutksebbahwa Untuk desa-desa
dalam wilayah yang terpencil Kepala Badan Pertam&tesional dapat menunjuk

Kepala Desa sebagai PPAT Sementara.

Pasal 8, menyebutkan bahwa :

(1) Dalam melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematipal&e<antor
Pertanahan dibantu oleh Panitia Ajudikasi yangrdideoleh Menteri
atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Susunan Panitia Ajudkasi sebagaimana dimaksud gogata(1) terdiri

dari:
a. Seorang Ketua Panitia, merangkap anggota yang adlijakeh
seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional;
b. Beberapa orang anggota yang terdiri dari:
1) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yangungaip
kemampuan pengetahuan di bidang pendaftaran tanah;
2) Seorang pegawai Badan Pertanahan Nasional yang ungaip
kemampuan pengetahuan di bidang hak-hak atas tanah;
3) Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan dan atanarse
Pamong Desa/Kelurahan yang ditunjuknya.

(3) Keanggotaan Panitia Ajudikasi dapat ditambah dengaorang
anggota yang sangat diperlukan dalam penilaiandtigpadata yuridis
mengenai bidang-bidang tanah di wilayah desa/kieturayang
bersangkutan.
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(4) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Ajudikasi dibafeh satuan
tugas pengukuran dan pemetaan, satuan tugas peuigdat@ yuridis
dan satuan tugas administrasi yang tugas, sususarkebiatannya
diatur oleh Menteri.

(5) Tugas dan wewenang Ketua dan anggota Panitia Agaddiatur oleh
Menteri.

Pada ketentuan Pasal 8 di atas, dapat diketahuidk&dn kepada desa
terdapat pada ayat (2), pada penjelasan pasalutksebbahwa kepala desa dapat
ditunjuk Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitmpantu pelaksana pendaftaran

tanah.
Pasal 24, menyebutkan bahwa :

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanaly yenasal dari
konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alaittibmengenai
adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertuligetemgan saksi dan
atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar keloeya oleh
Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secatarmsiatik atau oleh
Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanedrassporadik,
dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hakhad&k-hak
pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secaraglep alat-alat
pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ylerab hak
dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasalamifiang tanah
yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun lat@b secara
berturut-turut  oleh  pemohon pendaftaran dan peridahu
pendahulunya, dengan syarat :

a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad bark siara
terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang bextsaktanah,
serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapatadipa.

b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selamanpemgn
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipelah&sa oleh
masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yangnggxgan
ataupun pihak lainnya.
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Pada ketentuan pasal 24 di atas, dapatatikebahwa tanah yang dapat
diterbitkan SKT adalah tanah yang alat pembuktianeydah tidak tersedia
secara lengkap (ayat 1) dan tanah yang penguaséaryd sudh lebih dari dua
puluh tahun atau lebih secara berturut-turut olimghon pendaftaran hak milik

atau pemilik tanah tersebut.

Pasal 26, ayat (1) dan (2), menyebutkan bahwa :

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 (28y beserta
peta bidang atau bidang-bidang tanah yang berstargkebagai hasil
pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 @yat
diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam peadaft tanah
secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalandaftaran tanah
secara sporadik untuk memberi kesempatan kepadak pylang
berkepentingan mengajukan keberatan.

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ukhlakdi
Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desalehan letak
tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanamaseistematik
atau di kantor Pertanahan dan Kantor Kepala Detaidean letak
tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanarassporadik
serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Pada ketentuan pasal 26 di atas, dapat diketalmwabéanh yang telah
dikeluarkan SKT dan akan di daftarkan baik secastersatik atau secara
sporadik akan diberikan pengumuman mengeni halyaaly dianggap perlu
seperti letak tanah yang bersangkutan, sehinggaberéman kesempatan kepada

pihak yang bersangkutan mengajukan keberatan.

Pasal 39, menyebutkan bahwa :
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(1) PPAT menolak untuk membuat akta, jika:

a. Mengenai bidang tanah yang sudah terdaftar ataurhbk atas
satuan rumah susun, kepadanya tidak disampaikéipilsar asli
hak yang bersangkutan atau sertipikat yang disarahlak sesuai
dengan daftar-daftar yang ada di Kantor Pertanadtan;

b. Mengenai bidang tanah yang belum terdaftar, kepadaiak
disampaikan:

1) Surat bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasaf#41)
atau surat keterangan Kepala Desa/Kelurahan yang
menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai Hiaiaaiy
tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242yda(

2) Surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tgarah
bersangkutan belum besertipikat dari Kantor Pehanaatau
untuk tanah yang terletak di daerah yang jauh kidudukan
Kantor Pertanahan, dari pemegang hak yang berstmgku
dengan dikuatkan oleh Kepala Desa/Kelurahan; atau

c. Salah satu atau para pihak yang akan melakukamiggerb hukum
yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaidiraaisud
dalam Pasal 38 tidak berhak atau tidak memenutrasymtuk
bertindak demikian; atau

d. Salah satu pihak atau para pihak bertindak atasr damtu surat
kuasa mutlak yang pada hakikatnya berisikan peabuatikum
pemindahan hak; atau

e. Untuk perbuatan hukum yang akan dilakukan belurerdigh izin
Pejabat atau instansi yang berwenang, apabila temsebut
diperlukan menurut peraturan perundang-undangag panaku;
atau

f. Obyek perbuatan hukum yang bersangkutan sedangmdala
sengketa mengenai data fisik dan atau data yuyidjsatau

g. Tidak dipenuhi syarat lain atau dilanggar larangamg ditentukan
dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkuta

(2) Penolakan untuk membuat akta tersebut diberitahskaara tertulis
kepada pihak-pihak yang bersangkutan disertai mtgsa

Pada ketentuan Pasal 39 di atas, dapat diketadudk&an kepada desa
terdapat pada ayat (1), pada penjelasan pasaluthksebbahwa pada ayat (1)
huruf b angka 1 kepala desa berwenang untuk menswat keterangan yang

menguatkan sebagai bukti hak dengan yang bersangikanhg menguasai bidang
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Tanah tersebut. Pada ayat (1) huruf b angka 23Kafaselain itu untuk daerah-
daerah Kecamatan di luar kota tempat kedudukan dfaRertanahan, surat
Keterangan Kepala Kantor Pendaftaran tanah dapgatattian dengan surat
pernyatan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian Pasal 7, Pasal 8, Pasal 24, Zasgat (1) dan ayat

(2) dan Pasal 39 di atas dapat dipahami bahwa ké&dandKepala Desa ditinjau

dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 rignRendaftaran Tanah,

adalah :

1. Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil Kefgddan Pertanahan
Nasional dapat menunjuk Kepala Desa sebagai PPAE&ara (Pasal 7 ayat
(2)).

2. Sebagai anggota Panitia Ajudikasi yaitu pembantiakgana pendaftaran
tanah (Pasal 8 ayat (2))

3. Berwenang untuk membuat surat keterangan yang rag@yusebagai bukti
hak dengan yang bersangkutan yang menguasai bicarah tersebut (Pasal
39 ayat (1) huruf b angka 1)).

4. Bahwa Kepala Desa berwenang membuat riwayat asbkaterangan tanah
sebelum tanah tersebut didaftarkan untuk dibudipgeat hak milik atas
tanah (Pasal 24 ayat (2) huruf b dan Pasal 26(2))at

5. Untuk daerah-daerah Kecamatan di luar kota tempaludukan Kantor

Pertanahan, surat Keterangan Kepala Kantor Penaaftéanah dapat
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dikuatkan dengan surat pernyatan Kepala Desa (RB&@salyat (1) huruf b
angka (2)).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwadkédn Kepala Desa
ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tah@f71ltentang Pendaftaran
Tanah, diatur di dalam ketentuan Pasal 7, Pasan8Rhsal 39, Kepala Desa
sebagai aparat pemerintah yang paling bawah merapungas-tugas yang
sangat strategis di dalam membantu Kepala Kantortai&han dalam
melaksanakan pendaftaran tanah termasuk di dalapeipbuatan akta jual beli
tanah yang sesuai dengan peraturan perundang-wamdayang berlaku. Oleh
sebab itu dengan tugas Kepala Desa yang stratagisharapkan dapat menjadi
motivator bagi warga masyarakat pemegang hak ai@shtagar mempunyai
kesadaran untuk melakukan jual beli tanah di haddAT bukan dihadapan
Kepala Desa. Selain hal tersebut dalam konteksgemdn tanah yang lebih luas
lagi Kepala Desa dapat menjadi motivator dan mampuososialisasikan kepada
masyarakat untuk mendaftarkan tanahnya baik ses@readik maupun dalam
rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kaka@ala Desa dalam
kehidupan sehari-hari selalu berhubungan dengamgawvarasyarakat dan sifat
paternalistik yang masih melekat erat Kepala Désanghatkan pada posisi tokoh
dan menjadi suri tauladan, akibatnya seluruh anjyra selalu akan dianut oleh

warga masyarakatnya.



